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BAB II 

TINJAUAN KONSEPTUAL 

 

A. Tinjauan Umum tentang Senjata Tajam  

1. Pengertian Senjata Tajam 

Senjatal adalah suatul alat yangl digunakan untuklmelukai, lmembunuh, 

atau menghancurkanl suatu lbenda. Senjata dapatldigunakan untukl menyerang 

maupunl untuk mempertahankanl diri, jugal untuk mengancaml dan lmelindungi. 

Apapun yangl dapat digunakanluntuk merusakl bahkan psikologil dan tubuhl 

manusia dapatl dikatakanlsenjata. Senjata bisal sederhana sepertil pentungan 

ataul kompleks sepertilpeluru kendalil balistik.20Senjatal tajamadalahlalat yangl 

ditajamkan dan digunakanlsebagai alat untuk melukailtubuh llawan. 

Berdasarkan lUndang-Undang (Drt) No. 12 Tahunl 1951 Pasal 2 ayat 

(2) yangdimaksud senjatal tajam adalahl senjata lpenikam, senjata lpenusuk,dan 

senjatal pemukultidakl termasuk lbarang-barang yangl nyata-nyatal dimasukkan 

untukldipergunakan gunal pertanian, ataul untuklpekerjaan-pekerjaan rumahl 

tangga ataul untuk kepentinganlmelakukan denganl sah pekerjaanl atau yangl 

nyata-nyatalmempunyai tujuanl sebagai barangl pusaka ataul barang kunol 

ataubarangl ajaib. 

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 

tentangKepolisian Negara Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa 

senjata tajamadalah senjata penikam, senjata penusuk, dansenjata pemukul, 

                                                 
20 https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata, Online: 09 April 2022, pukul 04.26 WIB. 
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tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, 

atau untuk pekerjaanrumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan 

pekerjaanyang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barangkuno, 

atau barang ajaib. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (Drt) No. 12 

Tahun 1951 menjelaskan bahwa barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke 

Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau 

mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan 

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 

menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu 

senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek-of 

stootwapen), dihukum denganhukuman penjara selama-lamanya sepuluh 

tahun. 

Berdasarkan uraian dil atas, dapat dikatakan bahwa senjatal tajam 

merupakan suatul alat yangl digunakan untukl melukai, lmembunuh, 

ataumenghancurkanl suatu lbenda.Senjata dapatl digunakan untukl menyerang 

maupunluntuk mempertahankanl diri, danl juga untukl mengancam danl 

melindungi apapunlyang dapatl digunakan untukl merusak bahkanl psikologi 

danl tubuh lmanusia.Dalam prakteknya banyak ditemukan orang menggunakan 

senjata tajam untuk melakukanpembunuhan atau penganiayaan juga untuk 

mengancam tanpa memperhatikanlpenafsiran-penafsiranl karena nyatal senjata 

itul telah dipakail (jaditelahl bertujuan) menjadil senjata. 

2. Kegunaan Senjata Tajam  
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Senjata tajam dideskripsikan sebagai bendal atau bendalyang 

digunakanluntuk pertahananl diri ataul menyerang pihakl lain. Bendal 

atauperkakasl yang dapatl digunakan sebagail senjata tetapil tidak untukl 

pertahanan dirilatau seranganl memiliki labell sendiri danl memiliki kekuatanl 

netral.lMisalnya,pisau ataul pedang/pisaul pemotong adalahl nama netrall untuk 

alatl pemotong.Namunl jika digunakanl untuk menyerangl orang lainl maka 

pisaul atau lpedang/parang tersebutlakan berubahl nama menjadil senjata ltajam. 

Senjatal tajam tidakl hanya digunakanl untuk melindungil diri 

darilbinatang lbuas,tapi jugal untuk melawanl musuh. Senjatal juga bisal menjadi 

penandalperkembangan budayal suatu lbangsa, cara merekal menggunakan 

danlmenggunakan senjatal juga lberkembang, terutama dil Indonesia, seiringl 

denganperkembanganl zaman, nilail senjata tajaml tradisional telahl berubah, 

sepertilnilaikumbangl kura-lkura. Nilai telahl berubah daril alat tempurl menjadi 

baranglkoleksi.Suatul saat, suatul alat dapatl menjadi alatl untuk merugikanl 

orang llain.Pengaruh fisikl kelompok terhadapl manusia, lbentuk-bentuk 

organisasil sosialprimitifl dan modernl merupakan salahl satu faktorl transfer 

nilail dalamperadabanlmanusia.21 

Definsi lain dari senjatal adalah alatl yang digunakanl untuk 

lmelukai,membunuh ataul menghancurkan lbenda. Senjata dapatl digunakan 

untuklmenyerang, membelal diri, sertal mengancam danl melindungi.Apal pun 

yanglbisadigunakanl untuk menghancurkanl (bahkan mentall dan lmanusia) 

adalah lsenjata.Senjata itul bisa sesederhanal tongkat ataul serumit rudall 

                                                 
21 lRunturambi, Josias & Pujiastuti, Atinl Sri, Senjatal Api danl Penanganan Tindakl 

Kriminal,lJakarta: Pustaka Oborl Indonesia, l2015, hlm.6. 
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balistik.Senjatal tajammerupakanl alat runcingl yang bisal digunakan secaral 

langsung untukl merusaktubuhl lawan.lUndang-Undang No. 2l Tahun 2002 

tentang Kepolisian NegaralRepubliklIndonesia, penafsiran Pasall 15 ayatl(2) 

hurufl e memperjelasl arti senjataltajam. Yangl dimaksud denganl “senjata 

ltajam” dalamhukuml ini adalahl senjatatajaml penikam, senjatal tajam lpenusuk, 

dan lsenjata,dan lpemukul, tidak termasuklbarang-barangl yang lnyata-nyata 

dipergunakanluntuk lpertanian, untuk pekerjalrumah ltangga, untuk kepentinganl 

melakukanpekerjaanl yang sahl atau lnyata, untuktujuanl barang lpusaka, barang 

lkuno,barang ajaibl sebagaimana diaturl dalamlUndang-undang Nomorl 

12/Drt/1951. 

Laranganl penggunaan senjatal tajam telahl menjadi 

isulklasik.Adanyalkemungkinan bahayal yang ditimbulkanl oleh senjatal 

tajam,bahayal tersebut akanlmendorong niatl atau keinginanl seseorang 

untuklmelakukan kejahatanl lain,sepertil kejahatan denganl kekerasan terhadapl 

orangllain, sehingga penggunaanlsenjata tajaml dilarang menjadil masalah 

jangkalpanjang. Adal banyak kejahatanlyang menggunakanl senjata tajaml 

berupalkekerasan. 

3. Jenis-Jenis Senjata Tajam 

Indonesial memiliki banyakl suku ataul ras,danl budaya sertal 

adatistiadatnyal otomatis lterdiversifikasi, termasuk senjatalyang digunakanl 

nenek moyangl mereka. Golokl dan senjatal pisau tradisionallmerupakan alatl 

yang digunakanl suku bangsal Indonesia padal masa lalul untukberperangl atau 
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mempertahankanl diri dalaml pertempuran. Selainl itu, Indonesialmemiliki 

beberapal senjata tajaml yaitu: 

a. lBadik. Merupakan salahl satu senjatal tradisional yangl berasal 

darilLampung Senjatalini dikenall oleh seluruhl kalangan lmasyarakat. Mata 

pisaul Badik membengkoklpada bagianl ujungnya, sedangkanl bagiangagangl 

senjata inil berbentuk sepertilgagang lgolok. Jika mendengarl kataBadikl kita 

pastil akan teringatl dengansenjatal tradisional daril Lampung,sampail saat 

inil asal-usull dari Badikl masihtidakl jelas apakahl senjata inilmerupakan 

kirimanl dari Bugisl ke Lampungl ataulsebaliknya. Badik Lampungl memiliki 

sarungl yang terbuatl dari lkayu. 

b. Kerisl Senjata tajaml ini memilikil fungsi sebagail alat. Digunakanl 

sebagaipusakal atau barangl kuno. Senjatal ini jarangl digunakan untukl 

kejahatan,hanyal digunakan olehl orang-orangl tertentu padal waktu ltertentu, 

seperti: upacaral pernikahan, pengukuhanlraja, danl saat mengambill 

sumpah. 

c. lTombak. Tombak adalahl senjata panjangl dengan ujungl yang 

ltajam.Senjata tajaml inidigunakanl untuk menyelesaikanl pekerjaan danl 

biasanyadigunakanl dalamupacaral adat. Tapil sekarang sudahl jarang 

digunakanluntuk melanggarlhukum. 

d. lCelurit. Jenis senjatal tajam inil alat pertanianl berupa pisaul melengkung 

menyerupailbulan lsabit. Senjata tajaml ini jugal dapat digunakanl sebagai 

alatl untukoperasil lapangan. lNamun, tidak jarangl kompleks sepertil itu 

digunakanlsebagai alatl untuk bertarungl antar lindividu. Di beberapal daerah 
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dil JawalTimur, penjahat seringl menggunakan kerangl ini untukl merampok. 

Dilbeberapa daerahl lain dil Indonesia, sepertil Jawa Tengahl dan Jawal 

Barat,kompleksl tersebut jugal digunakan untukl kegiatan lberkebun, 

namundenganlnama yangl berbeda yaitul Arit. 

e. lKapak. Atau istilahnyal kadang disebutl juga lkapak,biasanya terbuatl 

darilogaml bertepi danl diikat kel batang yangl biasanya terbuatl dari lkayu. 

f. lParang. Merupakan senjatal besi ltajam, biasanya berbentukl 

relatifsederhanal tanpaljeruji. Ini dapatl digunakan sebagail alat pemotongl 

atau alatlpemotong. Paranglini jugal digunakan dil bidang lpertanian. 

g. lPedang. Adalah senjatal tajam denganl mata pisaul yang lpanjang.Pedang 

inilmemiliki dual sisi yangl tajam danl hanya satul sisi yangl tajam. 

Dalamlbeberapa lbudaya, pedang biasanyal memiliki ketajamanl paling 

tinggildibandingkan senjatal lainnya, danl pedang biasanyal terbuat daril 

logamkeraslseperti besil atau lbaja. 

h. lBusur. Adalah senjatal tajam yangl terbuat daril batang lbesi. Dan 

gunakanlketapel sebagail booster. Busurl sangat populerl di kalanganl 

masyarakat karenalmudah dibuatl dan murahl pembuatannya. lSebab, bagi 

orangldewasa, lanak-anak bisal dengan mudahl mendapatkannya. lBaru-baru 

iniltelah banyakldigunakan sebagail alat kejahatanl dan lperang. 

i. Samurail atau lkatana. Samurai adalahl sejenis lpedang. Katana terutamal 

digunakan untukl memotong, danl yang terbaikl adalah memakail dua 

lpegangan. Tidak sepertil kebanyakan pedangl di negaral manapun. Caral 

penumpukan katanal berbeda padal pemakainya, samal seperti pedangl 
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lainnya, denganl bilah menghadapl ke lbawah. Katana persisl berlawanan 

arahl dengan bilahnyal menghadap ke latas.22 

Menurutl Undang-Undangl (Drt) lNo. 12 tahunl 1951: Senjatal tajam 

mengaculpada senjatal tikam, senjatal tikam danl senjata lserang, tetapi tidakl 

termasukbarangl yang sebenarnyal diimpor untukl pertanian ataul pekerjaan 

rumahltangga ataul untuk keperluanl pekerjaan yangl sah ataul sebenarnya. 

Digunakanlsebagai lpusaka, benda kunol atau bendal ajaib 

(merkwaardigheidl).Jumlah senjatal tajam yangl dimiliki Indonesial cukup 

lbesar, menunjukkanmasihlminimnya kepedulianl bangsa berupal penghargaan 

terhadaplperlindungan wargalnegara, jugal menunjukkan bahwal sanksi dalaml 

hukum pidanal tidak lsinkron,karena perilakul dan perilakul yang secaral tegas 

dilarangldalam hukuml pidanamemilikil saksi pidanal yang lserius. Tapi masihl 

adatindakanl ilegal.Masyarakatldi setiapl wilayah memilikil kondisi lsosial, 

budayadanl budaya yangl berbeda,sehinggal kejahatan dil satu tempatl berbeda 

denganltempat llainnya. Oleh karenalitu, negaral harus menegakkanl hukum 

sebagailproses yangl pada dasarnyalmerupakan aplikasil diskresioner. 

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana  

Tindaklpidanalmerupakanl suatu istilahl yangl dipakail di dalaml 

ilmulhukuml pidana, dalaml bahasal Belandal diterjemahkan menggunakanl 

istilahl“strafbaarfeit”. Istilahl “strafbaarfeit” terdirilatas tigallkata, yaitulstraf 

berartil hukumanl (plidana), baar berartil dapatl (lboleh), dan feitlberartilltindak, 
                                                 

22 http://repository.umko.ac.id/id/eprint/113/3/BAB%202%20CINDIRA.pdf,Online:09 
April 2022, pukul 04.26 WIB. 
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peristiwa, pelanggaranl danllperbuatan.Jadi istilahlstrafbaarfeitladalahlperistiwa 

yangl dapatl dipidanal atau perbuatanl yangl dapatl dipidana.23 

Menurut Jonkers “strafbaarfeit” dibedakan dalam definisi pendekyaitu 

suatukejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. 

Sedangkan definisi panjangnya yaitu suatu kelakuan yang melawan 

hukumberhubungl dilakukan denganlsengaja olehl orang yangl 

dapatdipertanggungjawabkan.Simonsl berpendapat bahwalpengertian 

“strafbaarfeit” adalahl kelakuan(handelingl) yang diancaml pidana, 

bertentanganl dengan hukuml dilakukandenganl kesalahan olehl seseorang yangl 

mampu bertanggungl jawab. Sedangkan Vanl Hammel memberikanpengertianl 

“strafbaarfeit” adalahlkelakuanorangl yang mempunyail sifat dapatl dihukum.24 

Strafbaarfeitl sebagai suatul perilaku manusial yang padal suatu saatl 

tertentutelahl ditolak dil dalam suatul pergaulan hidupl tertentu danl dianggap 

sebagail perilaku yangl harus ditiadakanl oleh hukuml pidana denganl 

menggunakan lsarana-sarana yangl bersifat memaksal yang terdapatl di 

ldalamnya.25Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan 

yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar 

larangan tersebut.Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai 

suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.26 

                                                 
23 lWidnyana, I lMade, Asas-AsaslHukum lPidana,Jakarta: Fikahatil Aneska, l2010,hlm. 32. 
24 Sunarso, Siswanto, Filsafat Hukuml Pidana, lJakarta: Raja Grafindol Persada, 2015, 

lhlm.165-167. 
25 lEffendi, Erdianto, Hukuml Pidana Indonesial Suatu lPengantar, Bandung: Refikal 

Aditama, l2011, hlm. l97. 
26 lIbid, hlm. l98. 
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Mencermati penjelasan di atas, berdasarkan teori pengertianl 

“strafbaarfeit” adalah suatul pelanggaran terhadapl norma yangl dilakukan 

karenal kesalahan sil pelaku dan terancam denganl hukuman untuk 

mempertahankanl tata hukuml dan menyelamatkanl kesejahteraan lumum. 

Penjelasan berdasarkan Hukum lPositif, memberi pemahaman “strafbaarfeit” 

yaitu suatul peristiwa (feit) yangl oleh peraturanl undang-undangl disimpulkan 

semacaml perlakuan yangl dapat ldihukum.Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHPidana) sendiri tidakl terdapatpenjelasanl mengenai apal 

sebenarnya yangl dimaksuddenganlstrafbaarfeit itul sendiri.27Tindakl pidana 

biasanyal disinonimkan denganl istilah ldelik, yang dalaml bahasa latinl disebut 

ldelictum.28 

Untukl memahami tindakl pidana tidakl terlepas darilpemahaman tentangl 

pidana itul sendiri.Sebelumlmemahami tentangl pengertiantindakl pidana, 

terlebihl dahulu harusl dipahami tentangl pengertianlpidana.Istilah pidanaltidak 

terlepasl dari masalahl pemidanaan.Secaralumum pemidanaanl merupakan 

bidangl dari pembentukanl undang-lundang, karena adanyal asas llegalitas. Asas 

inil tercamtum dalamlPasal1ayatl (1)KUH Pidanal yang lberbunyi 

“nullumdellictuml nulla poenal sine praevial poenali”yangl artinya tidakl ada 

suatulperbuatan tindakl pidana, tiadal pula ldipidana, tanpa adanyal undang-

undanglhukum pidanal lebih dahulu. 

Ketentuanl Pasal 1l KUHPidana menunjukkan hubunganl yang 

eratlantara suatul tindak lpidana, pidana danl undang-undangl(hukumlpidana) 

                                                 
27 lAriman, M. Rasyidl dan lRaghib, Fahmi, Hukuml Pidana, lMalang: Setara lPress, 2016, 

lhlm. 58. 
28 lPrasetyo, Teguh, Hukuml Pidana, lJakarta: RajaGrafindo lPersada, 2012, lhlm. 47. 
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terlebih ldahulu. Pembentuklundang-undangakanl menetapkanperbuatanlapa 

sajal yang dapatl dikenakan pidanal dan pidanal yangbagaimanakahl yang dapatl 

dikenakan.Memperhatikanl keterkaitanantaral suatu tindakl pidana, pidanal dan 

ketentuanl ataulundang-undanghukuml pidana, makal pengertian pidanal 

haruslah dipahamil secaralbenar.Tindakl pidana jugal dapatl diistilahkanl dengan 

delikl yangl berasall daribahasal Latinlyaknil kata ldelictum.Kamusl 

bahasalIndonesialmendefinisikan delikl adalah perbuatanl yangdapatl dikenakan 

hukumanl karena merupakanl pelanggaran terhadaplundang-undang. 

Berdasarkanlbeberapa uraian dil atas, dapatldisimpulkan bahwaltindak 

pidanalyaitusuatulperbuatan yangl pelakunya dapatl dikenakan hukuml pidana 

danlpelakunya inil dapat dikenakanl subjek lpidana. tindak pidanal merupakan 

suatul perbuatan manusial yangbertentanganl denganhukuml yang berhubunganl 

dengan kesalahanl disertai ancamanl (sanksi) berupal pidanatertentul bagi siapal 

yang melanggarllarangan ltersebut. Perbuatan pidanalsendiri perbuatanl yang 

bertentanganl atau dilarangl olehsuatul aturan hukumldan diancaml pidana. 

Laranganltersebut ditujukanl kepadaperbuatanl yang ditimbulkanl oleh kelakuanl 

orang, sedangkanl ancaman pidanalditujukankepadal orang yanglmenimbulkan 

perbuatanl itu.  

 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  

Mencermati pengertian tindakl pidana (strafbaarfeit)yangl telah dibahas 

dil atas, makalmenunjukl kepadalunsur-unsur sebagail berikut: 

a. Perilakul yang dapatl dipidana olehl hukum. 

b. Perilakul yang melanggarlnorma. 
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c. Perilakul yang diperbuatl dengan suatul kesalahan danl 

d. Perilakul yang dapatl dipertanggungjawabkan.29 

Kanterl dan lSianturi, menyebytkan unsur-unsurl tindak pidanalmeliputi, 

antaral lain:lsubjek; kesalahan; bersifatl melawan hukuml (dan ltindakan); suatu 

tindakanl yang dilarangl atau diharuskanl oleh lundang-undang/perundanganldan 

terhadapl pelanggarannya diancaml dengan lpidana; dan waktu, ltempat, dan 

keadaanl (unsur objektifl lainnya).30Tindakl pidana dil dalam Kitabl Undang-

Undangl Hukum Pidanal(KUHlPidana) padal umumnyal dijabarkan kel 

dalamllunsur-unsur yangl terdiril daril unsursubjekifl danl unsurl objektif.  

a. Unsurl Objektif,yaitulunsur yangl terdapat dil luar sil pelaku. lUnsur-

unsuryangl ada hubungannyal denganlkeadaan, yaitu dalaml keadaan dilmana 

tindakanl si pelakul itu harusldilakukan terdiril dari, yaitul sifat 

melanggarlhukum, kualitasl dari sil pelaku, danlKausalitas yaitul hubungan 

antaralsuatu tindakanl sebagai penyebabl dengan suatulkenyataan 

sebagaillakibat. 

b. Unsurllsubjektif, yaitul unsur yangl terdapatl ataul melekat padal diril sil 

pelaku,ataulyangldihubungkanldengandirilsilpelakuldantermasukldildalamlhati

nya unsurl inil terdiril dari: kesengajaanl ataullketidaksengajaan, maksud padal 

suatul percobaanl(Pasal 53l ayatl (1) KUHlPidana), lmacam-macaml maksudl 

(seperti terdapatl dalamllkejahatan-kejahatan lpencurian,penipuan, 

lpemerasan, dan lsebagainya), merencanakan terlebihl dahulu (Pasall 340l 

KUHPidanal yaitulpembunuhan yangl direncanakanl terlebihl dahulu), 

                                                 
29 lAriman, Rasyid, Hukuml Pidana, lMalang: Setara lPress, 2016, lhlm. 60. 
30 lEffendi, Erdianto, Opl Cit, lhlm. 99. 
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perasaanl takutl(Pasall 308 KUHlPidana), danl orangl yangl mampu 

bertanggunglljawab.31 

lUnsur-Unsurl dalaml tindak pidanal inil sebenarnyal adalah 

untuklmelengkapil kembalilatau menjelaskanl mengenail jenisl dan ruangl 

lingkuplperbuatanl manusia yangl dapatl dikenailaturan lhukum. Tanpal 

memandanglapakah keputusanl untukl melakukanl tindak pidanal tersebutltimbull 

dari dirinyalsendiril atau tidakl karena gerakanl oleh pihakl ketiga, orangl yang 

dapatldinyatakan sebagail pelaku tindakl pidana dapatl dikelompokan 

keldalambeberapal macam yanglterlihat padalPasal 55l dan Pasall 56 lKUHAP. 

Berdasarkanl urian dil atas, secaral umum dapatlpenulis simpulkanlbahwa 

lunsur-unsur tindakl pidana terdiril dari dual unsur yaitul unsur objektifldan unsurl 

subjektif. Unsurl objektif merupakanl unsur yangl terdapat dil luar dirilpelaku 

sepertilsifat lpelanggaran, kualitas lpelaku, dan lkausalitas. Sedangkan unsurl 

sujektif merupakanl unsur yangl melekat padal diri lpelaku, seperti kesengajaanl 

atau lketidaksengajaan, maksud lpercobaan, macam-macaml maksud lkejahatan, 

perasaan takutl dan pelakul mampu bertanggungl jawab.  

 
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana  

lBentuk-bentuk tindakl pidana dibagil menjadi dual bentuk yaitultindak 

pidanalumum danl tindak pidanal khusus, dimanal aturan-aturannyal ada didalaml 

KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan perundang-undangan 

lain diluarKUHPidana sebagail pendukugnya. 

                                                 
31 lGunaidi,Ismi danl Efendi, lJoenadi.,Cepat danl Mudah Memahamil Hukum lPidana, 

Jakarta: Kencanal Prenada lGroup, 2014, lhlm. 40. 
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a. Tindakl Pidana lUmum, suatu perbuatanl pidana yangl 

pengaturannyaterdapatl dalam KUHPidana, sertalsemua lperundang-

undangan yangl mengubah danl menambah KUHPidana. 

b. Tindakl Pidana lKhusus, suatu perbuatanl pidana ataul tindak pidanal 

yangdiaturl dalam lperundang-undangan lkhusus, diluar KUHPidana, diluar 

KUH Pidana, tetapimemiliki sanksi pidana.32 

 

C. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim Memputus Perkara Pidana 

1. Pengertian Putusan Hakim  

Sebelum membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

pidana, maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian putusan hakim itu 

sendiri. Putusanl hakim ataulsering disebutl dengan istilahl putusanpengadilanl 

sangat perlul dalam menyelesaikanl perkara lpidana. Adanya putusanl hakim, 

diharapkanl para pihaklyang terkaitl dalam perkaralpidana khususnyal bagi 

terdakwalbisa memperolehl kepastian hukumltentang statusnyal dan sekaligusl 

dapat mempersiapkanl langkah berikutnyalantara lainl yang berupal menerima 

lputusan, melakukan upayal hukumlbanding/kasasi, melakukanl grasi danl 

sebagainya. Apabilal tinjauan optitlhakim yangl mengadili perkaral 

pidanaltersebut, putusan hakiml merupakanmahkotal sekaligus puncakl 

pencerminanlnilai-nilai lkeadilan, kebenaranlhakiki, hak lasasi, penguasaan 

hukuml atau lfakta, secara mapanl dan factuallserta visualisasil etika besertal 

moral daril hakimyangl bersangkutan. 

                                                 
32 Syamsudin, Azis,TindakPidana Khusus, Jakarta: Sinar Gafika, 2011, hlm. 8. 
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Ledenl Marpaung memberikanl pengertian putusanlmerupakan hasill 

atau kesimpulanldari sesuatul yang telahl dipertimbangkan danl dinilai denganl 

semasak-masaknyal yang dapatl berbentuk lisanl maupun ltulisan. Ada jugal 

yangmengartikanl putusan samal dengan vonisl tetap. lRumusan-rumusan 

yanglkurang tepatl terjadi sebagail akibat daril penerjemah ahlil bahasa yangl 

bukanahlil hukum.33Padalpraktik lperadilan, putusan hakiml 

sebelumpertimbanganl yuridis inil dibuktikan, makal hakim terlebihl dahulu 

akanlmenarik lfakta-faktadalaml persidangan yangl timbul danl 

merupakankonklusil kumulatif daril keterangan paral saksi, keteranganl 

terdakwa, danlbarang lbukti. 

Seorangl hakim dalaml hal menjatuhkanl pidana kepadal terdakwatidakl 

boleh menjatuhkanl pidana tersebutl kecuali apabilal dengan lsekurang-

kurangnya terdapatl 2 (dual) alat buktil yang lsah. Alat buktil sah yangldimaksud 

ladalah:keterangan lsaksi, keterangan lahli, surat, lpetunjuk, dan keteranganl 

terdakwa.Menurutl ketentuan Pasall 193 lKUHAP, putusan pidanal 

dijatuhkanapabilal pengadilan berpendapatl bahwa terdakwal bersalah 

melakukanltindak pidanal yang didakwakanl kepadanya. Berdasarkanl 

rumusanKUHAPl tersebut, putusanl hakim dapatl digolongkan kel dalam 3l 

jenislyaitu: 

a. Putusanl Bebas daril Segala Tuduhanl Hukum. 

Putusanl bebas daril segala tuduhanl hukum adalahl 

putusanpengadilanl yang dijatuhkanl kepada terdakwal karena 

                                                 
33 lMulyadi, Lilik, Hukuml Acara Pidanal Normatif, lTeoritik,Praktik 

danlPermasalahannya, lBandung:Alumni, l2007, hlm.l202 
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hasillpemeriksaan lsidang, kesalahan terdakwal atas perbuatanl 

yangdidakwakanl kepadanya dinyatakanl tidak terbuktil secara sahl 

danlmeyakinkan. 

Dalaml putusan yangl mengandung pembebasanl terdakwa,terdakwal 

yang beradal dalam statusl tahanan diperintahkanl untukdibebaskanl seketika 

itul juga, kecualil karena alasanl yang lsah,terdakwa masihl tetap dalaml 

tahanan, misalnyal terdakwa masihltersangkut dalaml lain lperkara, baik 

untukl dirinya sendiril maupunlbersama-sama denganl teman 

lterdakwa.Putusan bebasl dijatuhkanjikal hakim tidakl memperoleh 

keyakinanl mengenai kebenaranl atauial yakin apal yang didakwakanl tidak 

ataul setidak-tidaknyal bukanterdakwal ini yangl melakukannya. 

b. Putusanl Lepas daril Segala Tuntutanl Hukum. Putusanl pengadilan berupal 

putusan lepasl dari segalaltuntutan hukuml adalah putusanl yang dijatuhkanl 

kepada terdakwalyang setelahl melalui pemeriksaanl ternyata menurutl 

pendapatpengadilanl perbuatan yangl didakwakan kepadal terdakwa 

lterbukti,tetapi perbuatanl itu bukanl merupakan suatul tindak lpidana. 

c. Putusanl yang Mengandungl Pemidanaan. Jenisl putusan pengadilanl ini 

adalahl putusan yanglmembebankan suatul pidana kepadal terdaka karenal 

perbuatan yangldidakwakan terbuktil secara sahl dan meyakinkanl bahwa 

terdakwalbersalah dalaml melakukan perbuatanl yang didakwakanl itu.34 

Berdasarkanl uraian dil atas, makal dapat dipahamil bahwa putusanl 

pemidanaan dijatuhkanl oleh hakiml jika ial telahmendapatkanl keyakinan 

                                                 
34 lMuhammad, Rusli, Potretl Lembaga Pengadilanl Indonesia,lJakarta: RajaGrafindol 

Persada, l2006, hlm. l115-116 
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bahwal perbuatan terdakwal dan terdakwaldapat ldipidana. Adanya kesalahanl 

terdakwa dibuktikanl denganminimall adanya 2l (dua) alatl bukti danl hakim 

yakinl akan kesalahanlterdakwa itul berdasarkan atasl alat buktil yang adal dan 

denganladanya 2l (dua) alatl bukti danl keyakinan hakiml ini, berartil syaratuntukl 

menjatuhkan pidanal telah lterpenuhi. 

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutu Perkara Pidana 

Pertimbanganl hakiml ataulratio decidendiladalahl argumenl ataualasanl 

yangl dipakail oleh hakiml sebagail pertimbanganl hukum yangl menjadildasarl 

sebelum memutusllperkara.35Putusanl hakim padal praktekl peradilanlsebelum 

pertimbanganl yuridislldibuktikan,maka hakiml terlebihl dahulul akan 

menarikllfakta–fakta dalaml persidanganyangl timbul danl merupakan konklusil 

komulatif daril keterangan paral saksi,keteranganl terdakwa, danl barang lbukti. 

Seorangl hakim dalaml hal menjatuhkanl pidana kepadal terdakwatidakl 

boleh menjatuhkanl pidana tersebutl kecuali apabilal dengan lsekurang-

kurangnya dual alat buktil yang lsah, sehingga hakiml memperoleh 

keyakinanlbahwa suatul tindak pidanal benar-benarl terjadi danl terdakwalah 

yanglbersalah melakukannyal (Pasal 183l KUHAP). Alatl bukti sahl yang 

dimaksudlladalah: a)keteranganllsaksi, b)keteranganllahli, c) lsurat, d)lpetunjuk, 

danle)keteranganl terdakwal ataul hal yangl secaral umuml sudah 

diketahuilsehinggal tidakl perlu dibuktikanl (Pasall 184l KUHAP). 

Sebagaimanal diketahuil bahwal dalam setiapl pemeriksaanl 

melaluilproses acarallpidana, keputusanl hakim haruslahl selalul didasarkanl atas 
                                                 

35 lMuhammad, Rusli,Hukuml Acara Pidanal Kontemporer, lBandung: CitraAdityal Bakti, 
l2010, hlm. l193. 
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suratlpelimpahanl perkaral yang memuatl seluruhl dakwaanl atas 

kesalahanllterdakwa. Selainl itu putusanl hakiml jugal harus tidakl bolehl terlepasl 

dari hasillpembuktianl selamal pemeriksaan danl hasill sidangl pengadilan.Hakiml 

tidakl bolehlmenjatuhkanhukumanl yangl lebihl rendah darilbatasl minimall dan 

jugal hakiml tidakl boleh menjatuhkanl hukumanl yangllebih tinggil daril batasl 

maksimal hukumanl yangl telahl ditentukan lundang-lundang.Ruslil 

Muhammadmengemukakanl bahwalpertimbanganl hakim dapatl dibagil menjadil 

2 (dual)kategori, yaknil“Pertimbanganl hakiml dapat dibagil menjadil 2l kategori 

lyakni,pertimbangan yuridisl dan pertimbanganl nonlyuridis.Pertimbangan 

yuridisl adalah pertimbanganl hakim yangldidasarkan padal fakta-faktal yuridis 

yangl terungkap dalamlpersidangan danl oleh lundang-undang ditetapkanl 

sebagai hallyang harusl dimuat dalaml putusan misalnyal dakwaan 

jaksalpenuntut lumum, keterangan lterdakwa, keterangan lsaksi, barang-barangl 

bukti, danl pasal-pasall dalam peraturanl hukum lpidana.Sedangkan 

pertimbanganl nonyuridisl dapatdilihatl dari latarlbelakang lterdakwa, akibat 

perbuatanl terdakwa, kondisilterdakwa, danl agama lterdakwa.36 

lFakta-fakta persidanganl yang ldihadirkan, berorientasi daril 

lokasikejadianl (locus ldelicti), tempat kejadianl (tempus ldelicti), dan 

modusloperandi tentangl cara tindakl pidana itul dilakukan. Selainl itu dapatl 

puladiperhatikanl aspek akibatl langsung ataul tidak langsungl dari 

perbuatanlterdakwa, jenislbarang buktil yang ldigunakan, serta kemampuanl 

terdakwauntuklmempertanggung jawabkanl perbuatannya.Apabilal fakta-faktal 

                                                 
36 lIbid, hlm. l212. 
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dalampersidanganl telah ldiungkapkan, barulahputusanl hakim 

mempertimbangkanlunsur-unsurl delik yangl didakwakanolehl penuntut lumum, 

setelah sebelumnyal dipertimbangkan korelasil antaralfakta–fakta, delikl yang 

didakwakanl dan lunsur-unsur kesalahan lterdakwa.Barulah lkemudian, 

majelismempertimbangkanl dan menelitil terpenuhinyalunsur–unsur delikl 

pidana yangl didakwakan terhadapl terdakwa danl terbuktisecaral sah 

meyakinkanl menurut lhukum.Selain pertimbanganl yuridis darildelik yangl 

didakwakan, hakiml juga harusl menguasai aspekl teoritik,pandanganl doktrin, 

lyurisprudensi, dan posisil kasus yangl ditangani, barulahlkemudian secaral 

limitatif ditetapkanlpendiriannya.Dalaml memutus suatul perkara lpidana, dalam 

melakukanlpertimbangan hakiml ada 2l (dua) macaml yaitu37: 

1. Pertimbanganl yang Bersifatl Yuridis 

Pertimbanganl yuridis adalahl pertimbangan hakiml yangdidasarkanl 

pada lfakta-fakta yuridisl yang terungkapl dalampersidanganl dan 

olehlundang-undangl ditetapkan sebagail hal yanglharus dimuatl di 

dalamlputusan.lHal-hal yangl dimaksud tersebutlantara llain: 

a. Dakwaanl Penuntut lUmum. Merupakan dasarl hukum acaral 

pidanakarenal berdasar itulahl pemeriksaan dil persidanganldilakukan. 

Dakwaan selainl berisikan identitasl terdakwa,jugal memuat uraianl 

tindak pidanal yang didakwakanl denganmenyebutl waktu danl tempat 

tindakl pidana itul dilakukan.Dakwaanl yang dijadikanl pertimbangan 

hakiml adalahdakwaanl yang telahl dibacakan dil depan lpersidangan. 

                                                 
37 lMuhammad, Rusli, Potretl Lembaga Pengadilanl Indonesia,lJakarta: RajaGrafindol 

Persada, l2006, hlm. l124-220. 
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b. Keteranganl Terdakwa. Menurutl Pasal 184l butirl elKUHAP, 

digolongkanl sebagail alat lbukti. Keteranganlterdakwal adalah apal yangl 

dinyatakanl terdakwa dilpersidanganl tentangl perbuatan 

yangllakukannyal atauliaketahuil sendiril ataul dialami lsendiri. 

Keteranganlterdakwalsekaligus jugal merupakanl jawabanl atas 

pertanyaanllhakim,Penuntutl umum, ataupunl daril penasihatl hukum. 

c. KeteranganllSaksi. Dapatl dikategorikan sebagail alatlbuktil sepanjang 

keteranganl itul mengenail sesuatu peristiwalpidanal yangl didengar, 

ldilihat, dialamillsendiri, dan harusldisampaikanl dil dalam 

sidanglpengadilan denganlmengangkat lsumpah. Keterangan saksil 

menjadipertimbanganl utama olehl hakim dalamllputusannya. 

d. BarangllBukti. Pengertianl barang buktil disinil adalahl semua bendalyangl 

dapatl dikenakan penyitaanl danl diajukanl oleh penuntutlumuml dil depan 

sidangllpengadilan, yangl meliputi: 

1) Bendal ataul tagihanl tersangka ataul terdakwalseluruhnyal atau 

sebagianl didugal diperolehl daritindakl pidanal ataul sebagai hasill 

tindakllpidana; 

2) Bendal yangl dipergunakanl secara langsungl untuklmelakukanl tindak 

pidanal ataul untuklmempersiapkan; 

3) Bendal yangl digunakanl untuk lmenghalang-halangilpenyidikanl 

tindak lpidana; 

4) Bendal lainl yangl mempunyai hubunganl langsungldenganl tindak 

pidanal yanglldilakukan. 
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2. Pertimbanganl yangl Bersifatl Non Yuridisl 

lHal-hall yangl perlu diperhatikanl dalaml pertimbanganl nonyuridisl 

adalahl sebagail berikut: 

a. Latarl Belakangl Perbuatanl Terdakwa. Adalahl setiaplkeadaanl yang 

menyebabkanl timbulnyal keinginanl sertadoronganl kerasl padal 

diriterdakwal dalaml melakukanl tindaklpidana. 

b. Akibatl PerbuatanllTerdakwa. Perbuatan pidanal yangl 

dilakukanlterdakwa sudahlpastil membawal korban ataupunl kerugianl 

padal pihak llain.Bahkanl akibatl dari perbuatanl terdakwal daril kejahatan 

yangldilakukan tersebutl dapat pulal berpengaruh burukl 

kepadamasyarakatl luas, palingl tidak keamananl dan 

ketentramanlmereka senantiasal terancam. 

c. Kondisil DirillTerdakwa. Pengertian kondisil terdakwal adalahl keadaan 

fisiklmaupun psikisl terdakwa sebeluml melakukan lkejahatan,termasuk 

pulal status sosiall yang melekatl pada lterdakwa.Keadaan fisikl 

dimaksudkan adalahlusia danl tingkatlkedewasaan, sementara keadaanl 

psikis dimaksudkanl adalahberkaitanl dengan perasaanl yang dapatl 

berupa: tekananl dariorangl lain, pikiranl sedang lkacau, keadaan lmarah, 

dan llainlain. Adapun yangl dimaksudkan denganl status sosiall 

adalahpredikatl yang dimilikil masyarakat. 

d. Keadaanl Sosiall Ekonomil Terdakwa. Dil dalaml KUHPidana 

maupunlKUHAP tidakl ada satulaturan punl yang denganl jelas 

memerintahkanl bahwakeadaanl sosial ekonomil terdakwa harusl 
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dipertimbangkandalaml menjatuhkan putusanl yang berupal 

pemidanaan. Hallini berbedal dengan konsepl KUHPidana baru dimanal 

terdapatketentuanl mengenai pedomanl pemidanaan yangl 

harusdipertimbangkanl oleh lhakim.Berdasarkan konsepl KUHPidanal 

itu, salahl satu yanglharus dipertimbangkanl hakim adalahl keadaan 

sosiallekonomi lpembuat, misalnya tingkatl pendapatan danl 

biayalhidupnya. Ketentuan inil memang beluml mengikatpengadilanl 

sebab masihl bersifat lkonsep. Meskipunldemikian, kondisi sosiall 

ekonomi tersebutl dapat dijadikanlperrtimbangan dalaml menjatuhkan 

putusanl sepanjang halltersebut merupakanl fakta danl terungkap dil 

mukalpengadilan. 

e. Faktorl Agama lTerdakwa. Setiap putusanl pengadilan senantiasal 

diawalidenganl kalimat “Demil Keadilan BerdasarkanlKetuhanan Yangl 

Maha lEsa”. Kalimat inil selainberfungsil sebagai kepalal putusan, 

namunl yang lebihlpenting suatul ikrar daril hakim bahwal yang 

diungkapkanldalam putusannyal itu lsemata-mata untukl 

keadilanberdasarkanl Ketuhanan, katal “Ketuhanan”menunjukkanlsuatu 

pemahamanl yang berdimensil keagamaan. Denganldemikian, apabilal 

para hakiml membuat putusanlberdasarkan padal Ketuhanan, berartil 

harus pulalia terikatloleh lajaran-ajaran lagama.Digolongkan faktorl 

agama dalaml pertimbanganyangl bersifat nonl yuridis disebabkanl tidak 

adanyal satuketentuanl dalam KUHAPl maupun ketentuanl formal 

lainnyalyang menyebutkanl bahwa faktorl agama harusldipertimbangkan 
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dalaml putusan. Namunl meskipun faktorlagama dimasukkanl sebagai 

pertimbanganl non yuridisl tidakberartil hal inil bermaksud untukl 

memisahkan agamal denganhukuml dan tidakl pula berartil menilai 

agamal bukanpersoalanl hukum. Karenal tidak adanyal ketentuan 

formallitulah yangl menyebabkan faktorl agama 

digolongkanlpertimbangan yangl bersifat nonl yuridis. 

3. lHal-hal yangl memberatkan danl meringankan Pidanal 

Apabilal memerhatikan setiapl putusan yangl dihasilkanlembagal 

pengadilan, senantiasal terlihat pulal dalam putusanltersebut lhal-hal 

yanglmemberatkanl dan lhal-hal yangl meringankanlpidana. Dalam Pasall 197 

ayatl (1) hurufl f KUHAPl disebutkan“putusanl pemidanaan memuatl 

keadaan yangl memberatkan danlmeringankan lterdakwa”.38 

a. lHal-hal yangl memberatkan lPidana. Dalam KUHPidana terdapatl tiga 

hall yang dijadikanlalasanmemberatkanl pidana, yaitul sedang 

memangkul suatu jabatanl(Pasal 52l KUHPidana), residive ataul 

pengulangan (titell 6bukul IKUHPidana), danl gabungan ataulsamenloop 

(Pasall 65 danl 66KUHPidana). 

b. lHal-hal yangl meringankan lPidana. KUHPidana tidak secaral rinci 

mengaturl hal-hall yangmeringankanl pidana. Menurutl KUHPidana hal-

hall atau lalasan-alasanyangl dapat meringankanl pidana, lyaitu: 

percobaan (Pasall 53 ayatl2 danl 3), membantulmedeplichtgheid (Pasall 

57 ayatl 1 danl 2) danlbelum dewasalminderjarigheid (Pasall 47). lHal-hal 

                                                 
38 lIbid.,hlm. l144-150. 
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tersebutlmerupakan lalasan-alasan lumum, sedangkan lalasan-

alasankhususl masing-masingl diatur dalaml Pasal l308, 241, 342l 

KUHPidana. 

Padal proses lpersidangan, hakim harusl aktif bertanyal dan 

memberilkesempatan kepadal pihakterdakwal yan diwakilil oleh penasehatl 

hukum untuklbertanya kepadal saksi-lsaksi, begitu pulal penuntut lumum. Semua 

ituldimaksudkan untuklmenemukan kebenaranl materiil danl pada 

akhirnyalhakimlah yanglbertanggung jawabl atas segalal yang 

ldiputuskannya.Berdasarkan ketentuanl Pasal 14 ayatl (2) lUndang-Undang lNo. 

48Tahunl 2009 tentangl Kekuasaan Kehakimanl Republik 

Indonesialyangmenyatakanl bahwa dalaml sidang lpemusyawaratan, setiap 

hakiml wajibmenyampaikanl pertimbanganl atau pendapatl tertulisl terhadapl 

perkara yanglsedangl diperiksal dan menjadil bagianl yangl tidak lterpisahkan. 

Selainl itulkeputusan hakiml jugal tidakl boleh terlepasl daril hasill pembuktian 

selamalpemeriksaanl danl hasil sidangllpengadilan. Memprosesl untuk 

menentukanlbersalahl ataul tidaknya perbuatanl yangl dilakukanl oleh lseseorang, 

hall inilsemata-matal dibawahl kekuasaanl kehakiman, artinyal hanyal 

jajaranldepartemen inilahl yangl diberil wewenang untukl putusanl pemidanaanl 

yangberdasarl padal yuridisl formal dalaml hall inil putusan hakiml yangl 

menjatuhkanlhukuman pemidanaanl kepadal seseorangl terdakwa yaitul berisil 

perintahluntuk menghukuml terdakwal sesuail dengan ancamanl pidanal yangl 

tertuangdalaml Pasall pidanal yang ldidakwakan. 
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lUndang-UndangllNo. 48 Tahunl 2009l Hakiml PengadilanNegeril jugal 

diaturl perihal dalaml mengambill suatul keputusan dil dalamlsidangl pengadilan, 

seorangl Hakiml harusl mempertimbangkan beberapallaspek, lyaitu: 

1. Kesalahanl pelakul tindakl pidana. Hall inil merupakanl syarat utamal untukl 

dapatl dipidananyalseseorang. Kesalahan dil sini mempunyail arti lseluas-

luasnya, yaituldapat dicelanyal pelaku tindakl pidana ltersebut. Kesengajaan 

danlniat pelakul tindak pidanal harus ditentukanl secara normatifl dantidakl 

secara lfisik. Untuk menentukanl adanya kesengajaanl danniatl harus dilihatl 

dari peristiwal demi lperistiwa, yang haruslmemegang ukuranl normatif daril 

kesengajaan danl niat adalahlhakim. 

2. Motifl danl tujuanl dilakukannya suatul tindakllpidana. Kasus tindakl 

pidanalmengandungl unsur bahwal perbuatanl tersebutlmempunyai motifl danl 

tujuanl untuk denganl sengajal melawanlhukum. 

3. Caral melakukanl tindakl pidana. Pelakul melakukanl perbuatanl tersebut 

adalunsur yangldirencanakan terlebihl dahulu untukl melakukan tindakl 

pidana 

ltersebut. Memang terapatl unsur niatl di dalamnyal yaitu keinginanlsi pelakul 

untuk melawanl hukum. 

4. Sikapl batinl pelakul tindak lpidana. Hall inil dapat diidentifikasikanl denganl 

melihatl pada rasal bersalah,rasal penyesalan danl berjanji tidaklakan 

mengulangil perbuatanltersebut. Pelaku jugal memberikan gantil rugi ataul 

uang santunanlpada keluargal korban danl melakukan perdamaianl 

secaralkekeluargaan. 
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5. Riwayatl hidupl danl keadaan sosialllekonomi. Riwayatl hidup danl keadaanl 

sosiall ekonomi pelakul tindak pidanaljuga sangatl mempengaruhi putusanl 

hakim yaitul danmemperinganl hukuman bagil pelaku, misalnyal belum 

pernahlmelakukan perbuatanl tidak pidanalapalpun, berasal daril 

keluargalbaik-baik, tergolongl dari masyarakatl yang berpenghasilanlsedang-

sedangl saja (kalanganl kelas lbawah). 

6. Sikapl danl tindakanl pelaku sesudahl melakukanl tindakl pidana. Pelakul 

dalam dimintail keterangan atasl kejadian ltersebut, iamenjelaskanl tidak 

lberbelit-belit, ial menerima danl mengakuilkesalahannya.Maka hall yang dil 

atas jugal menjadi pertimbanganlbagi hakiml untuk memberikanl keringanan 

pidanal bagi lpelaku.Karena hakiml melihat pelakul berlaku sopanl danl maul 

bertanggungljawab, jugal mengakuil semua perbuatannyal denganl caral 

berterusterangl danl berkatal jujur. Karenal akanl mempermudahl 

jalannyalpersidangan. 

7. Pengaruhl pidanal terhadapl masa depanllpelaku. Pidanal juga mempunyail 

tujuanl yaitul selain membuatl jeral kepadalpelaku tindakllpidana, jugal untuk 

mempengaruhil pelakul agarl tidakmengulangil perbuatannyalltersebut, 

membebaskan rasal bersalahlpadal pelaku, memasyarakatkanl pelakul denganl 

mengadakanlpembinaan, sehinggal menjadikannyal orang yangl lebihl baikl 

danlberguna. 

8. Pandanganl masyarakatl terhadapl tindak pidanal yangl dilakukanloleh 

lpelaku. Dalaml suatul tindak pidanal masyarakatl menilail bahwatindakaanl 

pelakul adalahl suatu perbuatanlltercela, jadil wajar sajalkepadal pelakul untuk 
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dijatuhillhukuman, agarl pelaku mendapatkanlganjarannyal danl menjadikan 

pelajaranl untukl tidakl melakukanperbuatanl yangl dapatl merugikan diril 

sendiril danl orang llain. Halltersebutl dinyatakan bahwal ketentuanl inil adalah 

untukl menjaminltegaknyal kebenaran, keadilanl danl kepastianl hukum. 

Aspekl secara kontekstuall yang terkandungl dalam kebebasanl 

hakimdalaml melaksanakan kekuasaanl kehakiman adalahl tiga lesensi: 

1. Hakiml hanya tundukl pada hukuml dan lkeadilan. 

2. Tidakl seorangpun termasukl pemerintah dapatl mempengaruhi 

ataulmengarahkan putusanl yang akanl dijatuhkan olehllhakim. 

3. Tidakl adal konsekuensil terhadap pribadil hakiml dalaml menjalankan 

tugasl danl fungsi lyudisialnya. 

Dildalam Pasall 182 ayatl (4) KUHAPl yang lberbunyi: 

“Musyawarahtersebutl pada ayatl (3) harusl didasarkan padal surat dakwaanl dan 

segalalsesuatu yanglterbuktidalamlpemeriksaandilsidang”. Jadildalam 

mengambillkeputusan, hakiml juga harusl memperhatikan isil dari suratl 

dakwaan. Dildalam lbukunya, Ramelan (2005l:162) menyebutkanl 

bahwa:“Denganl memperhatikan ketentuanl undang-undangl mengenailsyarat-

syarat suratl dakwaan maupunl pengalaman lpraktek, dapatdikatakanl bahwa 

suratl dakwaan adalahl suatu suratl atau aktel (actevanl verwizing) yangl memuat 

uraianl perbuatan ataul fakta-faktalyang lterjadi, uraian manal akan 

menggambarkanl atau,menjelasakanl unsur-unsurl yuridis daril pasal-pasall 

tindak pidanal(delik) yangl dilanggar.” 
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Fungsil dari suratl dakwaan mengandungl 3 (tigal) dimensi yaituldimensi 

lpihak Kejaksaan (Penuntutl Umum), dimensil pihak lTerdakwa, dandimensil 

pihak lHakim. Bagi pihakl Majelis lHakim, surat dakwaanl akanmenjadil dasar 

bagil pemeriksaan dil persidangan danl dalam mengambillkeputusan. Suratl 

dakwaan jugalakan memperjelasl aturan-aturanl hukummanal yang dilanggarl 

oleh lterdakwa. Dengan ldemikian, Hakim tidakl bolehmemutuskanl atau 

mengadilil perbuatan pidanal yang tidakl didakwakan. 
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